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SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

NOMOR 170 TAHUN 2018

TENTANG

BUKU MODUL UTAMA PEMBINAAN BELA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

. Bahwa Rencana Aksi Nasional Bela Negara sebagaimana tertuang

dalam Instruksi Presiden No.7 Tahun 2018, dilaksanakan dengan
berpedoman kepada modul yang disusun dan ditetapkan oleh
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

. Bahwa untuk itu, perlu disusun dan ditetapkan Modul Utama

Pembinaan Bela Negara;

. Keputusan Presiden Rl Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan

Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional;

. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi

Nasional Bela Negara Tahun 2018 - 2019;

MEMUTUSKAN :

BUKU MODUL UTAMA PEMBINAAN BELA NEGARA.

Buku Modul Utama Pembinaan Bela Negara terdiri dari:
A. Modul | Konsepsi Bela Negara,
B. Modul Il Implementasi Bela Negara



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Buku Modul Utama tersebut adalah satu rangkaian yang saling terkait,
dengan materi bersifat umum yang wajib disampaikan kepada peserta

dalam kegiatan internalisasi nilai-nilai dasar bela negara dan aksi gerakan
bela negara.

Buku Modul Utama ini merupakan referensi utama bagi seluruh
Kementerian dan Lembaga dalam menyusun Modul Khusus sesuai tugas,
fungsi dan kekhasan masing-masing.

Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di  Jakarta
Pada tanggal 7 Desember 2018




SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalaamu’alaikum warahmatullaahi
wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Om Swastyastu, Namo Buddhaya.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Hampir 2 (dua) dekade bangsa kita menapaki abad ke-21,
yang dipenuhi oleh perkembangan teknologi canggih dan pergeseran-pergeseran
lingkungan strategis global antara lain: kutub geopolitik, geoekonomi, dan kekuatan
militer dunia. Pergeseran ini telah menimbulkan dinamika ancaman baru yang bersifat
multidimensional, dimana tidak lagi hanya ancaman militer namun juga ancaman
nonmiliter. Mencermati hal di atas, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden
(Inpres) No. 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018-
2019 yang mengamanatkan kepada segenap Kementerian, Lembaga, dan
Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Aksi Nasional Bela Negara secara lebih

sistematis, terstruktur, terstandarisasi, dan masif.

Menindak lanjuti hal tersebut, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
(Setjen Wantannas) telah menyusun Modul Utama Pembinaan Bela Negara yang
terdiri dari Modul | Konsepsi Bela Negara dan Modul Il Implementasi Bela Negara.
Modul Utama tersebut dimaksudkan untuk menyediakan rujukan utama dalam rangka
Aksi Nasional Bela Negara yang diselenggarakan oleh seluruh Kementerian,
Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Selanjuinya, penyelenggara perlu
menerjemahkan konsep dan model yang termuat di dalam modul utama tersebut



menjadi Modul Khusus dan Program Aksi Implementatif sesuai bidang tugas dan

fungsi masing-masing.

Dengan demikian, Aksi Nasional Bela Negara tidak hanya dilaksanakan melalui
Program Pendidikan dan Pelatihan, tetapi juga menjangkau sampai pada tataran aksi
gerakan implementatif yang menjadi program kerja di seluruh Kementerian, Lembaga
dan Pemerintah Daerah. Dengan pendekatan tersebut, pelaksanaan Aksi Nasional
Bela Negara memiliki ruang lingkup yang holistik dan menjadi tanggung jawab seluruh
elemen bangsa dan negara, guna mengantisipasi ancaman multidimensional yang
meliputi bidang Demografi, Geografi, Sumber Kekayaan Alam dan Lingkungan Hidup,
Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Teknologi, dan Militer.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada segenap jajaran Kementerian, Lembaga, para akademisi, dunia usaha,
komponen masyarakat, media, dan personel Setjen Wantannas yang tergabung di
dalam Tim Penyusun Modul, serta semua pihak yang mendukung dirampungkannya
Modul Utama Pembinaan Bela Negara ini. Saya harapkan buku Modul Utama ini juga
memperkuat sinergi seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama membina dan
mewujudkan kesadaran, semangat serta kemampuan bela negara dalam rangka

membangun Ketahanan Nasional.

Aksi Nasional Bela Negara untuk Kemakmuran Rakyat. Terima Kasih.

Wassalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakatuh
Salam Damai Sejahtera, Om Santi, Santi, Santi Om

Salam Bela Negara

Jakarta,_ 7 Desember 2018
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PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG

Berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT)
yang dihadapi setiap bangsa terus mengalami perubahan seiring dengan
situasi dan kondisi yang berkembang, tidak terkecuali bagi Indonesia.
Memasuki era milenium abad ke 21, dimana perkembangan Ilimu
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sangat cepat dan canggih, serta
perkembangan globalisasi yang sangat dinamis, telah menimbulkan
bentuk-bentuk AGHT yang semakin kompleks, sulit diprediksi, dan
cenderung semakin mengkhawatirkan dalam semua aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Ancaman yang dihadapi tidak hanya menyasar pada satu dimensi,
melainkan multidimensional yang saling terkait antar satu dengan yang
lainnya. Bukan hanya ancaman fisik, melainkan ancaman non-fisik yang
sulit terdeteksi keberadaannya. Oleh karena itu, agar bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap berdiri tegak, maka diperlukan
kesamaan sikap dan kebulatan tekad segenap elemen bangsa untuk
secara sinergis mengantisipasi, bahkan mengatasi segala bentuk AGHT
yang dapat mengganggu kondisivitas kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Komitmen kebangsaan tersebut dilandasi oleh
sikap dan karakter bela negara dari setiap lapisan masyarakat, yang berciri
pantang menyerah, rela mati demi bangsa dan negara, serta konsisten dan
konsekuen terhadap cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.

Untuk membangun karakier warga negara yang memiliki ciri
karakteristik di atas, maka diperlukan kesamaan pemahaman dari seluruh
komponen bangsa akan konsepsi bela negara, utamanya mengenai; Nilai-
nilai dasar bela negara; Konsensus dasar berbangsa dan bernegara untuk
persatuan dan kesatuan bangsa; Konsepsi kebangsaan; Integritas moral,
etika, dan supremasi hukum; serta kearifan dan keunggulan lokal untuk
kesejahteraan masyarakat. Kesamaan persepsi atas lima substansi
tersebut diperlukan untuk membangun rasa cinta tanah air, kesadaran
berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada ideologi Pancasila, kerelaan
berkorban demi bangsa dan negara, kemampuan awal menegakkan

kedaulatan bangsa dan negara, serta semangat mewujudkan negara yang

1



berdaulat adil dan makmur pada setiap individu warga negara dan seluruh
komponen bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945,
dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

MAKSUD DAN TUJUAN

Program aksi nasional bela negara yang akan dilaksanakan oleh
pemerintah dimaksudkan untuk mengembangkan karakter bela negara
bagi seluruh komponen bangsa dengan menumbuhkan nilai-nilai dasar
bela negara untuk diaktualisasikan di lingkungan masing-masing dan
lingkungan publik sebagai hak dan kewajiban bela negara dalam rangka
menjamin kelangsungan hidup NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI
Tahun 1945 menuju terwujudnya cita-cita bangsa.

Tujuan dari program aksi nasional bela negara adalah terciptanya
karakter bela negara sebagai kekuatan nasional untuk mengantisipasi dan
mengatasi berbagai bentuk AGHT yang semakin kompleks dan dinamis
sebagai bentuk partisipasi aktif seluruh rakyat Indonesia menuju
terciptanya ketahanan nasional berwawasan Nusantara yang kokoh, kuat

dan handal menuju Indonesia yang gemilang.

TRANSFORMASI NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA

Untuk mencapai maksud dan tujuan dari program aksi nasional bela
negara ini, dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, pekerjaan dan jalur
pemukiman dengan pendekatan edukatif, persuasif dan konstruktif dengan
metode transformasi nilai-nilai dasar bela negara sesuai dengan
kebutuhan. Peranan prinsip-prinsip dasar psikologi, sosiologi, antropologi
dan komunikasi sangat diperlukan agar transformasi nilai-nilai dasar bela
negara tersebut dapat berproses membentuk karakter bela negara dari
paradigma lama pasif reaktif menjadi paradigma baru aktif partisipatif.
Untuk pengembangan karakter bela negara sebagai paradigma aktif
partisipatif dapat dilakukan dengan berbagai metoda seperti: pendidikan
dan latihan (diklat), pembelajaran kreatif, model kolokium, melalui
ceramah, sistem kaderisasi, sistem bola salju (snow ball), model simulasi

dan sebagainya.



Program Internalisasi Nilai-nilai Dasar Bela Negara memerlukan
modul substantif yang membahas nilai-nilai luhur bangsa guna
membangun kesadaran bela negara dalam diri setiap warga negara. Modul
Utama Pembinaan Bela Negara ini adalah Training Module dan bukan self-
instructional Module yang dirancang untuk dipelajari secara mandiri. Modul
ini bukan sebagai bahan belajar yang serba lengkap (self-contained),
melainkan merupakan bahan ajar generik sebagai rujukan utama.
Selanjutnya, sangat diperlukan pendalaman dan pengayaan pada saat

proses pendidikan dan pelatihan berlangsung.

Il. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR

A.

KOMPETENSI INTI

Melalui pembelajaran Konsepsi Bela Negara, peserta diharapkan
memiliki kesadaran tentang urgensi dan strategi bela negara, serta karakter
bela negara dalam menjaga kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, serta pengetahuan dasar tentang nilai-nilai dasar bela
negara, konsensus dasar berbangsa dan bernegara, konsepsi
kebangsaan, integritas moral, etika dan supremasi hukum, serta kearifan

lokal.

KOMPETENSI DASAR
Setelah mengikuti pembelajaran Konsepsi Bela Negara, peserta

diharapkan mampu :

1.  Memahami pentingnya rasa cinta tanah air sebagai modal dasar
kekuatan bangsa dan negara; kesadaran berbangsa dan bernegara
untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa; kesetiaan
terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara; sikap rela
berkorban demi bangsa dan negara sebagai wujud tanggung jawab
etik, moral dan konstitusional; kemampuan awal bela negara untuk
memperkokoh ketahanan nasional dan menyukseskan

pembangunan; serta semangat mewujudkan cita-cita bangsa.

2. Menganalisis makna dan hakikat Pancasila sebagai dasar negara,

ideologi nasional, pandangan hidup bangsa dan pemersatu bangsa;



kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis,
dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-
undangan, serta alat kontrol terhadap penyelenggaraan Negara;
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat
dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan Pancasila dan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; serta Bhinneka
Tunggal lka sebagai semboyan nasional yang menggambarkan

kemajemukan bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI.

Memahami konsepsi wawasan nusantara secara yuridis dan
operasional untuk memasuki abad 21, fungsi dan formulasi
ketahanan nasional untuk menciptakan keamanan nasional,
kewaspadaan nasional dalam pencegahan konflik, serta relevansi
politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia untuk mencapai

cita-cita nasional.

Memahami konsep, prinsip, dan urgensi integritas moral, etika, dan
supremasi hukum dalam konteks penguatan kedisiplinan nasional,
kepemimpinan bela negara, pengembangan sistem politik dan
partisipasi warga negara dalam mewujudkan tujuan nasional, serta

aktualisasinya dalam sistem hukum nasional.

Menguatnya rasa bangga terhadap Bangsa Indonesia yang memiliki
kearifan dan keunggulan lokal untuk dimanfaatkan dalam mengelola
kekayaan tanah air guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai

bagian dari upaya bela negara.

lll. MATERI POKOK
A. NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA

1.

Pengertian Umum

Bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal
27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara
berhak dan waijib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Artinya
secara konstitusional bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia
sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela Negara terkait
erat dengan terjaminnya eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita



bangsa sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun
1945 yakni: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, Memajukan Kkesejahteraan umum,
Mencerdaskan kehidupan bangsa, serta Ikut serta melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial. Pasca Proklamasi kemerdekaan tahun 1945,
bangsa Indonesia telah melaksanakan upaya bela negara dengan
gigih untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman yang datang dari
dalam negeri atau luar negeri. Berkat tumbuhnya karakter bangsa
yang ulet dan tangguh berdasarkan nilai-nilai dasar yang ada dalam
konsepsi NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan konsepsi
kebangsaan berdasarkan Bhinneka Tunggal lka, bangsa Indonesia
berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa yang
merdeka dan berdaulat. Bangsa Indonesia berjuang tanpa henti sejak
melawan kolonial Belanda dan pasukan sekutu, serta mengatasi
berbagai konflik dalam negeri yang datang silih berganti dengan
banyak korban jiwa.

Menyimak berbagai peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku seperti UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
(Penjelasan Pasal 9 Ayat (1), menunjukkan bahwa pengertian upaya
bela negara adalah:

“‘Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh
kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia,
juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang
dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan
rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa”.

Mengalir dari pemahaman bela negara dari berbagai sumber,
nilai-nilai dasar bela negara dapat dikelompokkan dalam enam
kelompok ruang lingkup nilai yakni: 1) Rasa Cinta Tanah Air, 2) Sadar
Berbangsa dan Bernegara, 3) Setia Kepada Pancasila Sebagai
Ideologi Negara, 4) Rela berkorban Untuk Bangsa dan Negara, 5)
Mempunyai Kemampuan awal Bela Negara, dan 6) Mempunyai



Semangat Untuk Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil dan

makmur.

Ruang Lingkup Nilai-Nilai Dasar Bela Negara

a. Cinta Tanah Air

Cinta merupakan perasaan (rasa) yang tumbuh dari hati
yang paling dalam tiap warga negara terhadap Tanah Air yakni
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk menumbuhkan nilai-nilai rasa
cinta Tanah Air perlu memahami Indonesia secara utuh meliputi:
pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan
Indonesia, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya
manusia serta posisi geografi yang sangat strategis dan terkenal
dengan keindahan alamnya sebagai zamrud khatulistiwa yang
merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada
bangsa Indonesia.

Dengan memahami keberadaan Indonesia seutuhnya,
akan menumbuhkan nilai-nilai dasar bela negara sebagai rasa
bangga sebagai bangsa pejuang, rasa memiliki sebagai
generasi penerus, dan rasa bertanggung jawab sebagai
ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan
tumbuhnya rasa cinta Tanah Air pada tiap warga negara
Indonesia akan lahir sikap bela negara yang kuat sebagai modal
dasar kekuatan bangsa dan negara yang siap berkorban untuk
menjaga, melindungi dan membangun bangsa dan negara

menuju terwujudnya cita-cita nasional.

b. Sadar Berbangsa dan Bernegara
Rasa cinta Tanah Air yang tinggi dari tiap warga negara,
perlu ditopang dengan sikap kesadaran berbangsa yang selalu
menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman di lingkungan masing-masing serta sikap
kesadaran bernegara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip

dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara
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